
2.Undang-Undang Nomor . 

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Ne!Jara Republlk 
Indonesia T ahun 1958 Nomor 122, T ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Notoor 1655); 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 
pelaksanaan pememtahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih 
dan bertanggungjawab mulai dari perencanaan penganggaran, 
pelaksanaan hlngga evaluasl hasll kinefja dalam bentuk Laporan 
Akuntatjlitas Kinerja lnstansi Pemerintah ( LAKIP ) dipandang perlu 
adanya indikator kinerja dalam penjabaran sasaran, program dan keglatan 
organisasi; 

b. bahwa untuk menyusun perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan 
dan evaluasi programJl<egiatan dipandang perlu menetapkan indikator 
kinerja, balk indikator input (masukan) indikator output (keluaran) maupun 
indlkator outcomes ( hasil); 

c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan huruf b di atas, pertu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang lndikator Kinerja Pemerlntah 
Kabupaten Jembrana T ahun 2008; 

1. Undang-Undang Nomor 69 T ahun 1958 tentang Pembentukan Oaerah- 
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9. Peraturan Pemerintah . 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pen~nggara Negara 
yang Bersih dan Seba~ dari Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (tembaral 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noroor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
{lembafan Negara Republik lndooesla Tahun 2003 Nomr 47, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

4. Undang-Undang Notmr 1 Tahun 2004 tentang Pef'bendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norra 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembnn Negara Repubik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400 ); 

6. Undang-Undang Norror 32 Tahun 2004 tentang Pemerint.ahan Daercil 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahoo 2004 Nomor 125; 
Tam bah an Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437 ); 
sebagatmana telah diubah dengao Undang - Undang Nomor 8 T ahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pememtahan Daerah Menjadi Undang - 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbartgan Keuangan 
antara Pemeri'ltah Pusat dan Pemeriltahan Daerah (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2004 Noroor 126, Tambahan lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4438 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daer~ (Lembaran Negara Republik lndooesia Tahun 2005 
Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Noma 
4578 ); 
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Pasal 1 . 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA PEMERJNTAH 
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tenta,g Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayana, Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 ~r 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia NofTX)I' 4585 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 
dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun 2006 Nomor 25, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614 ); 

11. Pera1uran Pemerintal Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pent>agian Urusan 
Pememtahan Antao Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerlntahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republl 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahal Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nooor 4737); 

12. lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 1entang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

13. Peraturan Daerah Kabupa&1 Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Pembentukan Susunan Organlsasl dan Tata Kerja Perangkat Daercil 
Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kaoopaten Jemtx'ana T ahun 
2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana 
Nomor 2) s~ tellh dJubah dengan Petaturan Dllerah 
Kabupaten Jembrana Hornor 3 Tallln 2001 tentang Perubahan Alas 
Peraturan DHtah Kabupaten Jembt'ln, tent.ng Pembtntuun 
Susunan Orr,anlsasl dan Tat, Kerja Peranglcat Daerah Kabupaten 
Jembrana (Lembaran Daeflh Kabupaten Jembrana TatN:m 2007 

Nomor 3, Tambahln Lembaran Daerah Kabupaten Jembran, Nomor 
3); 
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Menetapkan 



( BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2000 NOMOR .~.?? 

BUPATI JEMBAANA 

v0 ¥ GEDE WIHASA 

Oitetapkan di Negara 
pada tanggat ?.O .Tuni 2008 

Pasa13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan 

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunclangan Peraturan 

Bupati inl dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Jembrana. 

Pasal2 
Naskah lndikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Jerrtrana dimaksud dalam 
Pasal 1, sebagaimana terlampir, dalam la~iran dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan lni 

Pasal 1 

lndlkator Klnerja Pemelintah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 merupakan 
indikator yang dipakai sebagai ukuran atau patokan dalam menilai masukan, 
manfaat masukan, keluaran, manfaat kekJaran dan hasil kinerja sebagai dasar 

dalam penetapan kinerja Pememtah Kabupaten Jembrana T ahun 2009 serta 
evaluasinya daem bentuk Lapora, Akuntabil~as Kilerja lnstansi Pemerintah 
(lAKIP) pada akhir tahun anggaran 
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